SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

a.bahwa untuk menunjang penanganan Corona Virus

1.

Disease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan pemanfaatan
uang kas yang tersedia untuk menambah anggaran pada
Belanja Tidak Terduga, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

.bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang



15.

16.

17.

18.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan  Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang



26.

27.

28.

29.

30.

31.

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

39.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07 /2020
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

40.Peraturan Menteri Keuangan Nomor



41.

42.

43.

44.

45.

46.

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun
2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau kepada Provinsi Jawa  Timurdan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A
tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 6),
sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri
Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah



47.

48.

49.

50.

S51.

Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 3)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun
2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kediri Nomor 74);

Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 3) Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 23);
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 46);



Menetapkan :

52.

53.

54.

55.

56.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2017
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri
Nomor 47);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota
Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daaerah Kota Kediri Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 28 );
Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun
2020 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Kediri Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 60) yang telah

beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri:

a. Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 10);

b. Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 13);

w

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar

Rp. 1.582.646.800.921,00 (satu trilyun lima ratus delapan puluh dua

milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu Sembilan

ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(2)

(3)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.407.811.661.994,00 (satu trilyun
empat ratus tujuh milyar delapan ratus sebelas juta enam ratus enam
puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 625.103.958.416,00 (enam ratus dua puluh
lima milyar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu
empat ratus enam belas rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 643.606.587.767,00 (enam ratus empat

puluh tiga milyar enam ratus enam juta lima ratus delapan puluh
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tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 97.402.848.061,00 (sembilan puluh enam
milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga
ribu enam puluh satu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 41.698.267.750,00 (empat puluh satu
milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus enam

puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10

Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 625.103.958.416,00 (enam ratus dua

puluh lima milyar seratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan
ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 344.289.426.426,00 (tiga ratus
empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta
empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam
rupiah);

b. belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 169.830.742.524,00 (seratus
enam puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);

c. tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
Rp. 88.809.609.462 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus
Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu empat ratus enam puluh dua
rupiah);

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp. 20.344.292.994,00 (dua puluh
milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh
dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp. 902.407.010,00 (sembilan
ratus dua juta empat ratus tujuh ribu sepuluh rupiah); dan

f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Rp. 927.480.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus
delapan puluh ribu rupiah).
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4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 643.606.587.767,00 (enam
ratus empat puluh tiga milyar enam ratus enam juta lima ratus delapan

puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas

a. belanja barang Rp. 206.736.473.126,00 (dua ratus enam milyar tujuh
ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus
dua puluh enam rupiah);

b. belanja jasa Rp. 331.852.503.839,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar
delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga ribu delapan ratus
tiga puluh sembilan rupiah);

c. belanja pemeliharaan Rp. 16.312.306.729,00 (enam belas milyar tiga
ratus dua belas juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh
sembilan rupiah);

d. belanja perjalanan dinas Rp. 74.452.290.860,00 (tujuh puluh empat
milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu
delapan ratus enam puluh rupiah); dan

e. belanja wuang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 14.216.285.113,00 (empat belas
milyar dua ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu

seratus tiga belas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima

milyar lima ratus juta rupiah) berupa belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Pasal 24 angka 1 (Lampiran I) dan angka 2 (Lampiran II) khusus
pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian, Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Walikota ini.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 39

ISHNA LAHUDDIN, SH, MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022
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